SALINAN

KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR: 141 / 26 / 2023

TENTANG

PERUBAHAN DIREKTUR/PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDESA) MAJU MAPAN BANARAN

DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO
MASA BAKTI 2023-2026

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Banaran
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa, perlu membentuk Direktur/Pelaksana
Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju
Mapan Banaran;

b. bahwa untuk melaksanakan hasil musyawarah Desa
Perubahan Pendirian BUMDesa sebagaimana Berita
Acara Hasil Musyawarah tanggal 19 Mei 2023 maka
calon direktur terpilih ditetapkan menjadi Direktur
demi kelancaran pengelolaan BUMDesa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
kepengurusan Badan Usaha Milik Desa Maju Mapan
Banaran Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten
Sukoharjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021
tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2020 Nomor Nomor 6);
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10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan
Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun
2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Badan Usaha Milik Desa Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 18);

14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);

15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

16. Peraturan Desa Banaran Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Banaran (Lembaran
Desa Banaran Tahun 2019 Nomor 1);

17. Peraturan Desa Banaran Nomor S5 Tahun 2019
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Banaran
Tahun 2019 Nomor 5);

18. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
(Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 6);

19. Peraturan Desa Banaran Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pembentuan Badan Usaha Milik Desa Maju Mapan
Banaran (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Mengesahan Sdr. Slamet Sugiarto sebagai
Direktur/Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa
(BUM Desa) Maju Mapan Banaran  Desa Banaran
Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Masa Bakti
2023-2026
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KEDUA : Direktur/Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai kewenangan :
a. bersama penasihat dan pengawas,
membahas dan menyepakati Anggaran
Rumah Tangga BUM Desa dan/atau
perubahannya;

b. mengambil keputusan terkait
operasionalisasi Usaha BUM Desa yang
sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa
yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga dan
keputusan Musyawarah Desa;

c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha
BUM Desa secara internal organisasi
maupun dengan pihak lain;

d. mengatur ketentuan mengenai
ketenagakerjaan BUM Desa termasuk
penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat
lainnya bagi pegawai BUM Desa;

e. mengangkat dan memberhentikan pegawai
BUM Desa selain sekretarisdan bendahara
berdasarkan peraturan perundang-
undangan mengenaiketenagakerjaan;

f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah
mendapat persetujuan Musyawarah Desa
atau penasihat sesuai ketentuan dalam
Anggaran Dasar BUM Desa;

g. melakukan kerja sama dengan pihak lain
untuk mengembangkan Usaha BUM Desa
setelah mendapat persetujuan
Musyawarah Desa atau penasihat sesuai
ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM
Desa;

h. melaksanakan pembagian besaran laba
bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan
oleh Musyawarah Desa;

i. melaksanakan tujuan penggunaan laba
bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan
oleh Musyawarah Desa;

j- melaksanakan kegiatan tertentu yang
ditugaskan oleh Musyawarah Desa;

k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal
Musyawarah Desa tidak menunjuk
penyelesai; dan
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mengatur, mengurus, mengelola, melakukan
segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya
bagi kepentingan pengurusan BUM Desa
mengenai segala hal dan segala kejadian,
dengan pembatasan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar, keputusan
Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
serta mewakili BUM Desa di dalam dan di
luar pengadilan

Direktur/Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a.

menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan
pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM
Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM
Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di
luar pengadilan mengenai segala hal dan segala
kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur
dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan
Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan
perundang-undangan;

. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja

BUM Desa;

. menyusun laporan semesteran = pelaksanaan

pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan
kepada penasihat dan pengawas;

. menyusun laporan tahunan pelaksanaan

pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan
kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh
penasihat dan pengawas;

. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan

pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa
kepada Musyawarah Desa; dan

. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun

dan menyampaikan analisis keuangan, rencana
kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan
penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa
untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Direktur/Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU mempunyai hak:
a.mewakili BUM Desa di dalam dan di luar

b.

pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian;

mengangkat dan memberhentikan pegawai
selain sekretaris dan bendahara.
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c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
1. Gaji dari penghasilan bersih BUM Desa;
2. tunjangan; dan

3. penghargaan kinerja dari pendapatan
bersih BUM Desa.
KELIMA : Dengan berlakunya Surat Keputusan Kepala Desa ini,
maka Surat Keputusan Kepala Desa Banaran Nomor : 141
/ 28 / 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Teguh Widodo
Sebagai Direktur BUMDes dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KEEENAM : Masa kerja Direktur adalah selama 3 (lima) tahun sejak
tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa
bakti berikutnya.

KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Banaran
Pada tanggal : 22 Mei 2023

KEPALA DESA BANARAN
Ttd.
AGUS BARDOSONO
Salinan Disampaikan Kepada Yth.
1. Bupati SUKOHARJO;

2. Kepala DPMD Kabupaten SUKOHARJO;

3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten SUKOHARJO;
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. Camat Grogol;
. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banaran



